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LSM selamarezim Orde Baru diakui berperan penting dalam proses kebangkitan masyarakat di Indonesia.
K ebangkitan dalam pengertian naiknya posisi tawar masyarakat di hadapan negara, khususnya pemerintah.
Begitu pula halnya dengan WALHI, sebagai LSM yang bergerak di isu lingkungan, dan menempatkan isu
lingkungan tersebut dalam konteks demokratisasi. Di paruh akhir rezim Orde Baru, kaiangan LSM,
termasuk di dalamnya WALHI, umumnya memainkan peran pengimbangan terhadap negara dengan cara
konfliktual dan frontal. Hal ini karena memang rezim Orde Baru yang dihadapi ketika itu berwatak otoriter
dan represif.

Namun, perkembangan yang terjadi pasca refomasi menunjukkan fenomena mulai terbentuk dan
berjalannyainstitusi-institusi demokrasi. Kekuasaan tidak |agi terpusat di pemerintah pusat, tapi sudah
tersebar ke lembaga-lembaga negara lainnya, dan juga ke daerah. Sementara di tingkat masyarakat, terjadi
pula perubahan-perubahan yang cenderung menjauh dari nilai-nilai civil society. Fenomenaini tentu sgja
harus diantisipasi secaratepat oleh WALHI, agar WALHI tetap mendapatkan relevansi perannya dalam
proses perubahan kemasyarakatan, dan terutama dalam penguatan civil society.

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif analisis tentang peran yang dimainkan WALHI
pascareformasi dalam penguatan civil society di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, studi ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam, analisis terhadap
dokumen-dokumen tertulis, serta diperkaya dengan perspektif dan analisisteoritik dari bahan-bahan pustaka.

Analisisterhadap peran WALHI tersebut didekati dengan kerangka paradigma LSM yaitu paradigma
konformisme, reformasi, dan transformasi, serta kerangka peran LSM yaitu peran pengimbangan
(countervailling power), peran pemberdayaan masyarakat (people empowerment), dan peran perantaraan
(intermediary institution). Selanjutnya, analisis peran tersebut dikaitkan dengan dampak perannya terhadap
penguatan civil society yang dilihat dari perspektif civil society sebagai organisasi masyarakat yang
bergerak di wilayah kultural (CSO 1) dan yang bergerak di wilayah politik atau secara vertikal (CSO It),
serta civil society dalam perspektif sebagai nilai-nilai yang kultural (CSV 1) dan nilai-niiai yang politis
(Csv ).

Dalam menghadapi perkembangan pasca reformasi, sebenarnyatidak terlalu banyak perubahan peran yang
dilakukan oleh WALHI dibandingkan dengan masa-masa akhir rezim Orde Baru. Di era pascareformas,
WALHI lebih melakukan penegasan dan penguatan visi dan paradigmanya, serta penataan internal
kelembagaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi. Di dataran visi, WALHI menguatkan
tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengel otaan SDA secara adil dan berkelanjutan.
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Kemudian, menegaskan pandangannya dalam penolakan terhadap kapitalisme global dan neo-liberalisme
yang dianggap paling mempunyal andil terhadap kerusakan lingkungan dan penutupan akses rakyat terhadap
sumber dayaalam. Di tingkat aksi, WALHI melakukan advokasi dan kontrol terhadap kebijakan negara dan
implementasinya, dan advokasi untuk penegakan hukum lingkungan. Program aksi berikutnya adalah
penguatan organisasi rakyat yang ditujukan untuk penguatan basis avokas dan basis gerakan WALHI
menjadi gerakan rakyat. Di samping itu, WALHI membangun jgaring kerjadi antara kekuatan-kekuatan
civil society.

Dari vis dan akss WALHI, hasil analisis menunjukkan bahwa WALHI |ebih cenderung berparadigma
transformatif, meskipun perspektif reformatif digunakan juga olen WALHI terutamadi tingkat aksi.
Dominannya paradigma transformatif ini berpengaruh terhadap strategi dan program WALHI yang memilih
menjadi organisasi advokasi. Pilihan strategi dan program ini menunjukkan bahwa WALHI lebih
menekankan peran sebagai kekuatan pengimbang. Di samping itu, WALHI tetap melakukan peran
pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan organisas rakyat, serta pecan perantaraan dengan
membangun jgaring kerja untuk menggalang kekuatan-kekuatan civil society. Meskipun peran
pemberdayaan dan peran perantaraan ini sebenarnya juga diorientasikan untuk memperkuat peran
pengimbangan WALHI terhadap negara dan kalangan industri.

Dari peran yang telah dilakukan WALHI, penguatan civil society dapat dilihat pada meningkatnya
keterlibatan kalangan civil society dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara, terjalinnyajegaring kerja
di antara kelompok-kelompok civil society. Di samping itu, munculnya kesadaran kritis, kemandirian,
keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma dan proses hukum, pada organisasi-organisasi rakyat
dampingan WALHI. Meskipun, di sana-sini terdapat anomali, seperti masih berkembangnya anarkisme di
tingkat masyarakat dalam konflik-konflik pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan demikian, WALHI dapat dikategorikan sebagai organisasi civil society kategori kedua (CSO I1)
yang bermain di wilayah politik dan kebijakan. Sebagai CSO |1, WALHI memperjuangkan nilai-nilai civil
society yang politis (CSV 11). Meskipun demikian, WALHI tetap memperdulikan aktualisasi nilai-nilai civil
society yang kultural (CSV I11). Sehingga, secarateoritik, ada persinggungan antara CSV | dan CSV I
sebagai nilai-nilai civil society yang diperjuangkan oleh CSO.

Aktualisasi paradigma dan peran WALHI di era pascarefonnasi dipengaruhi juga oleh faktor internal berupa
kekuatan dan kelemahan WALHI. Kekuatan WALHI adalah jaringannya yang menasional, struktur dan
mekanisme kelembagaan yang partisipatif dan demokratis, dan pengalaman serta kompetenss WALHI dalam
membangun jejaring kerja (networking), baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sedangkan
kelemahan WALHI terletak pada: ketergantungan pada donor asing, keterbatasan kuantitas dan kualitas
SDM, sertaanggota (LSM) yang besar dan heterogen dalam hal visi, misi, bahkan ideologinya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi, ada yang menjadi peluang bagi WALHI yaitu: situas politik nasional
yang telah terbuka, peluang otonomi daerah, dan kecenderungan menguatnya gerakan civil society secara
global. Sementara yang menjadi ancaman adal ah: situasi politik transisional yang membuat kehidupan
politik menjadi tidak menentu, rezim yang berkuasa yang cenderung menjadi represif, kecenderungan



munculnya oportunisme ekonomi politik pada penyelenggera negara, dan menguatnya hegemoni kapitalisme
global dan neo-liberalisme.

Studi ini tidak mengembangkan parameter untuk menganalisis hasil kerja kalangan LSM dalam penguatan
civil society di Indonesia. Karenaitu, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk menilai efektifitas hasil kerja
kalangan LSM, sebagai komponen penting civil society, dalam penguatan civil society. Sehingga, nantinya
akan diketahui sejauh mana kondisi civil society di Indonesia, dan sgauhmana pula civil society bisa
menjadi fondas yang kuat bagi terbangunnya tatanan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan.



